PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610210039458

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan PENDIDIKAN HIDAYAH BAYUNG LENCIR

2. Alamat Kantor : JI. Lintas Timur Palembang-Jambi Km. 209, Kel. Bayung Lencir, Kec.
Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30750

No. Telepon :00

Email : bg563@asurfacesz.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini beraku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Oktober 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Oktober 2021

P

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. Balai
2. Dalam hal lerjadi kekefiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sertifikasi
3. Dokumen ini teleh ditandatangani Ik k menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. |\ Elektronik
4. Data lengkap Penzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUBAN KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN MUS| BANYUASIN
NOMOR (0228/\/PRFIDPMPTSP VX202

TENTANG

PEMBERIAN 1IN PENTELENGGARALN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPADA PKEM HIDAYAH BAYUNG LENCIR

DI JL. LINTAS TIMUR PALEMBANG - JAMBI KM. 209 KELURAHAN BAYUNG LENCIR
KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KABUPATEN MUSI EANYUASIN

bahwa sehungan dengan surat PREM HIDAYAH BAYUNG LENCIR
(Gdr JERI APRIADI, M.Pd) Nomor - 421 20012/PKBM-HIDAYAHIVI2021
1anggal 4 Cdober 2021 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN
PENYELENGGARLLN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL;

batwz dalam rangka untuk memperiuas akses pendidikan dibutuhkan
partisipasi masyarakat benpa lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal Pusat Yegiatan Eelajar Wasyararat (PYEM).

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin
Pendirian Gerolah sebagaimana Berita Acara Nomor - 584/BAP/DPMPTSP-
IV/2021 tanggal & Oktober 2021, PKEM HIDAYAH BAYUNG LENCIR layak
urtuie derttvan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

vanwa terdasarcan perdmivangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di
#as peru menetapkan Yeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin
Penyelenggaraan Satuan Pendidiran Non Formal PKBM HIDAYAH BAYUNG
LENCIR.

UndzngAndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I} dan Votapraia di Bumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Momor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821),

UndangAndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yaryg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repuhic Indonesia Tahun 1898 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republx Indonesia Nomor 3851),

Undang-Andang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lemizaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerirtanan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
setagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomaor 8 Tanun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2% Tahwun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485),

Peraturan Pemeritah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 16);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 Nomor 7),

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 320/KPTS-DPMPTSP/2020 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

: Memberikan Izin kepada Sdr. JERI APRIADI, M.Pd untuk Izin

Penyelenggaraan Satuan Pendldlkan Non Formal :
Nama : PKBM HIDAYAH BAYUNG LENCIR
Alamat : JL. LINTAS TIMUR PALEMBANG -

JAMBI KM. 209 KELURAHAN BAYUNG
LENCIR  KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI

BANYUASIN
Nomor Induk Berusaha (NIB) . 0610210039458
NPWP . 028942225.314-000

Pemegang lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat
KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) diwajibkan :
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1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses
pembelajaran;

4. Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpindah tangan
kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan
gugur atau tidak berlaku lagi;

5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan
kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkandi: Sekayu
Pada tanggal : 11 Oktober 2021

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Tolah ditandatangani secara elektronik oleh
DPMPTSP

ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

O 19671227 198810 1 002
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT Rl sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.




